


Mengingat -2-tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re昀漀rmasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2458/M.SM.01.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Surat Nomor B/ 1069/M.SM.02.00/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Surat Nomor B/1974/M.SM.02.00/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia tentang Penetapan Kelas Jabatan; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6897);2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6477);3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentangSekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik



- 3 -Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Re昀漀rmasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Re昀漀rmasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1636);6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Re昀漀rmasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis BehanKerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 26);7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Re昀漀rmasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 nomor 104 7);8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan



Menetapkan Paraf 1 Paraf 2 Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKY䄀吀 REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Penetapan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 2 Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik 



- 5 -Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Ra欀礀at Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS JENDE刀䄀L, IND刀䄀 IS䬀䄀NDAR PARAF KOORDINASI PLT. KEPALA BIRO PERENCANMN DAN ORGANISASI KEPALA BIRO HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT 
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